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Pendahuluan

Latar Belakang :

* Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan Desa (Musrenbang
Desa) Tambak kalisogo tercermin melalui penyampaian aspirasi berupa usulan yang
didasarkan pada kebutuhan nyata sehari-hari Masyarakat. Dengan adanya keterikatan erat
tantara partisipasi Masyarakat dan Pembangunan mengingat tujuan utama pembanguan
adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, mengingat masyarakat yang memiliki
pemahaman paling dekat mengenai kondisi nyata serta kebutuhan yang mereka hadapi.

 Kendalanya realisasi program pembangunan belum optimalnya pemerataan partisipasi
masyarakat dalam Musrenbang Desa. Meskipun forum telah tersedia dan berjalan secara
formal, tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat masih belum merata karena Sebagian
warga belum memahami fungsi Musrebang Desa dan menganggapnya sebagai kegiatan
nonformal. Kondis1 1n1 mempengaruhi represenytasi aspirasi dalam perencanaan
Pembangunan.




Rumusan & Tujuan Masalah

e Rumusan Masalah

Bagaimana kendala dalam realisasi program pembangunan hasil Musrenbang Desa yang
masth bersifat bertahap dan tingkat pemerataan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Musrenbang Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten

Sidoarjo?
* Tujuan Masalah

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dalam realisasi program
pembangunan hasil Musrenbang Desa yang masih bersifat bertahap dan tingkat
pemerataan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tambak
Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
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Subjek Penelitian
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Hasil dan Pembahasan

Penelitian tersebut menggunakan teori Marschall (2006) yang menekankan 3 indikator utama partisipasi masyrakat, (1) keberadaan forum yang mampu menampung
partisipasi masyarakat; (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses
Pengambilan Keputusan dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Berikut hasil dan pembahasan :

1 Forum Partisipasi

Partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran Masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga Gambar 1. Daftar Kehadiran Partisispasi
mencakup keterlibatan aktif Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dan terlibat Musrenbang Desa Tambak Kalisogo
dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembanguanan desaGambar pertama menampilkan
daftar kehadiran (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41 undangan,
terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, perangkat
desa, serta staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruhnya hadir dan menandatangani daftar hadir yang
tersedia. Tingkat kehadiran mencapai 70 persen, yang menegaskan adanya komitmen serta keseriusan seluruh
unsur pemerintahan desa dalam proses penetapan Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Tahun 2025. Kehadiran penuh tersebut mencerminkan bahwa (Musrenbang Desa) telah
berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang
dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.Kehadiran masyarakat dalam (Musrenbang Desa) tidak
sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan, melainkan juga mencerminkan keterlibatan aktif Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024
berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta

lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna.
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Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Jalan Desa Tambak Kalisogo

2  Keterlibatan Proses

Keterlibatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa
masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum yang secara rutin diselenggarakan setiap
tahun. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut tampak pada usulan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan desa
yang kerap mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia, mutu konstruksi yang rendah, maupun tingginya intensitas
penggunaan, menjadi alasan utama di balik pengajuan usulan tersebut. Jalan yang berlubang, tergenang air saat musim i
hujan, serta tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, menimbulkan hambatan signifikan bagi kelancaran Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo 2024
mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi Masyarakat. Pada gambar kedua ditampilkan jalan yang memiliki implikasi sosial

dan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur jalan yang memadai mampu mempercepat akses petani menuju pasar,

mempermudah mobilitas siswa ke sekolah, serta memperlancar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh

karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk

investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.

3 Keterlibatan Akses

Keterlibatan akses dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa merujuk sejauh mana Masyarakat
memiliki kesmpatan dan kemudahan untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi serta terlibat dalm proses pengambilan keputusan pembanguanan
desa. Keterlibatan akses ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi Masyarakat karena partisipasi tidak hanya dilihat dari kehadiran
masyarakat dalam forum musyawarah tetapi juga keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan ruang komunikai bagi Masyarakat. Ketersedian Akses:
masyarakat Desa Tambak Kalisogo dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran strategis dalam proses
perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam menilai dan menyaring usulan yang disampaikan oleh masyarakat. BPD tidak serta-merta menyetujui seluruh
aspirasi yang muncul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), melainkan terlebih dahulu melakukan evaluasi‘terhadap
kesesuaian usulan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta kapasitas anggaran desa yang tersedia
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Temuan Penelitian

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2023) yang menyatakan
bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum strategis yang
memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui
penyampaian usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tingkat
kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang Desa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai
keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh
penelitian Eka et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan Musrenbang Desa berperan penting dalam
memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam merumuskan prioritas
pembangunan. Melalui forum tersebut, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih sistematis dalam
dokumen perencanaan pembangunan desa.
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1. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa
Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif dalam mendukung
peningkatan kualitas pembangunan desa. Forum (Musrenbang Desa) berfungsi sebagai wadah demokratis bagi
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, keterlibatan masyarakat terlihat dalam proses
perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan akses partisipatif. Dari hasil analisis tersebut, terhadap
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Tambak Kalisogo, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan desa telah berjalan secara relatif partisipatif dan
terstruktur.

Diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan transparansi, serta sosialisasi berkelanjutan
agar (Musrenbang Desa) dapat semakin partisipatif, inklusif, dan selaras dengan prinsip good governance
dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjuta

Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui forum Musrenbang Desa, tetapi telah dimulai sejak
tahap awal melalui musyawarah dusun, yang kemudian diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memiliki ruang yang
cukup signifikan dalam siklus perencanaan pembangunan desa
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